MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188 /PMK.05/2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan mekanisme
pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan
negara yang lebih komprehehsif, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai tata cara pembayaran
atas pengembalian penerimaan negara sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas
Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran atas

Pengembalian Penerimaan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 avat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor 4916);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0267);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan,
Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6564);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Bagian atas Beban Anggaran Bendahara
Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 662);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1736);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1676);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN PENERIMAAN
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas
negara.

2. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara
yang ditentukan Menteri Keuangan selaku bendahara
umum negara untuk menampung seluruh Penerimaan
Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

3. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi
seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul
pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan
modul akuntansi dan pelaporan.

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
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10.

orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme APBN.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut SAL
adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran/sisa
kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang
lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah
ditutup, ditambah /dikurangi dengan koreksi
pembukuan.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut
RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara untuk menampung seluruh
Penerimaan  Negara dan  membayar  seluruh
pengeluaran negara pada bank sentral.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
untuk melaksanakan fungsi BUN.

Pejabat Kuasa Pengelola PNBP selanjutnya disingkat
PKP PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan
instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP vang
menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBP
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian
negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah
daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian
negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
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12.

13.

14.

15.

Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada kementerian negara/lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada
Satuan Kerja dari masing-masing pembantu pengguna
anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor
daerah  atau  Satuan Kerja di  kementerian
negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari
Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan
dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal
dari bagian anggaran BUN.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan
kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan vyang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan
perintah pembayaran.

Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya
disingkat DJA adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penganggaran dan penerimaan negara bukan pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat
DJP adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan
yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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17.

18.

19.

20.

21.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disingkat DJBC adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan
optimalisasi Penerimaan Negara di bidang kepabeanan
dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya
disingkat DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I
pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon 11
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pengelolaan Kas Negara.

Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II
pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan vyang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
pengembangan sistem perbendaharaan.

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen adalah
unit eselon Il pada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan Risiko yang mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
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23.

24.

25.

26.

27.

serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang evaluasi, akuntansi, dan setelmen.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
kuasa BUN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus
Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus
Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara
fungsional bertanggung jawab kepada Direktur
Pengelolaan Kas Negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus
Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disebut KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari
dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai
kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Wajib Setor adalah orang pribadi atau badan yang

ditentukan untuk melakukan kewajiban untuk
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29.

30.

31.

32.

33.

menerima dan kemudian menyetorkan Penerimaan
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Investor Ritel adalah individu atau orang perseorangan
pembeli Surat Utang Negara (SUN) ritel atau Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel.

Surat Berharga Negara Ritel yang selanjutnya disebut
SBN Ritel adalah Surat Berharga Negara yang dijual
oleh Pemerintah kepada Investor Ritel di pasar perdana
domestik.

Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank
persepsi, pos persepsi, bank persepsi valuta asing,
lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi
lainnya valuta asing yang ditunjuk oleh kuasa BUN
pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat
BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting
Agent atas transaksi Penerimaan Negara yang
mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara
dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor
transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana
administrasi lain yang kedudukannya disamakan
dengan surat setoran.

Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan
Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah
surat keputusan yang diterbitkan oleh KPA/KPA BUN,
Direktorat Pengelolaan Kas Negara, atau KPPN Khusus
Penerimaan yang menetapkan adanya pengembalian
atas Penerimaan Negara kepada yang berhak dan
berfungsi sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran Penerimaan Negara.

Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran PNBP  secara Langsung melalui
Pemindahbukuan adalah surat persetyjuan yang
diterbitkan oleh PKP PNBP atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PNBP yang
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33.

36.

37.

38.

39.

diajukan oleh Wajib Bayar dan berfungsi sebagai dasar
penerbitan surat permintaan pembayaran Penerimaan
Negara.

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya
disingkat SKTB adalah surat keterangan vyang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
bahwa pendapatan dan/atau Penerimaan Negara telah
dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian
Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat SPP-PP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi
permintaan pembayaran pengembalian Penerimaan
Negara berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian
atas Kelebithan Pembayaran PNBP secara Langsung
melalui Pemindahbukuan atau SKKSPN.

Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan
Negara yang selanjutnya disingkat SPM-PP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana pembayaran pengembalian
Penerimaan Negara.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan surat
perintah membayar.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak vyang
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan
yang antara lain berisi pernyataan bahwa segala akibat
dari tindakan  pejabat/seseorang yang  dapat
mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang
mengambil tindakan dimaksud.

Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan
oleh portal biller atas jenis pembayaran atau setoran
yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib

Setor.
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40. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya  tidak mungkin dilakukan  melalui
mekanisme pembayaran langsung.

41. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah uang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
telah ditetapkan.

42. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam
pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja

kementerian negara/lembaga.

Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme
pembayaran pengembalian Penerimaan Negara atas
keterlanjuran setoran/kelebihan Penerimaan Negara
yang disebabkan oleh:

a. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang
terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi
Kode Billing dan/atau gangguan sistem pada
Collecting Agent,

b. kelebihan pembayaran PNBP;

c. keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP;

d. kesalahan/kelebihan setoran penerimaan
pembiayaan; dan

e. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang

tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP,
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penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, dan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN,
yang disetor melalui sistem Penerimaan Negara secara
elektronik dan/atau selain melalui sistem Penerimaan
Negara secara elektronik.
Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembalian atas
Penerimaan Negara yang disetorkan pada:
a. tahun anggaran berjalan; dan

b. tahun anggaran yang lalu.

Pasal 3

Pengembalian Penerimaan Negara dilakukan
berdasarkan surat bukti setoran Penerimaan Negara
yang sah.

Surat bukti setoran Penerimaan Negara yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BPN atau
bukti setoran yang sah.

Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata

uang yang digunakan pada saat penyetorannya.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN, TUGAS,
DAN KEWENANGAN

Pasal 4
Menteri Keuangan merupakan PA BUN atas
pembayaran pengembalian Penerimaan Negara.
Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan:
a. Kepala KPPN Jakarta II selaku KPA BUN untuk
pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan

oleh:
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1. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing
dan/atau gangguan sistem pada Collecting
Agent; dan

2. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP,
penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai,
dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga
yvang disetor langsung ke RKUN;

b. Direktur Sistem Perbendaharaan selaku KPA BUN
untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
disebabkan:

1. atas beban SAL untuk:

a) kesalahan penyetoran Penerimaan Negara
yang terjadi karena kesalahan perekaman
dan eksekusi Kode Billing dan/atau
gangguan sistem pada Collecting Agent;

b) kelebihan pembayaran PNBP; dan

c) kesalahan penyetoran Penerimaan Negara
yvang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
PNBP, penerimaan pajak, penerimaan bea
dan cukai, dan penerimaan dana
perhitungan fihak ketiga yang disetor
langsung ke RKUN.

2. keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian
sisa UP/TUP.

c. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen selaku
KPA BUN untuk pengembalian Penerimaan Negara
atas kesalahan/kelebithan setoran penerimaan
pembiayaan.

Penunjukkan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bersifat ex-officio.

KPA BUN sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2)

menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan PPK

dan PPSPM.
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Pasal 5

Pejabat perbendaharaan atas pembayaran
pengembalian Penerimaan Negara pada Satuan Kerja
merupakan pejabat perbendaharaan untuk
pelaksanaan APBN sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari KPA, PPK, dan PPSPM.
Pengembalian Penerimaan Negara pada Satuan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan

kelebihan pembayaran PNBP.

Pasal 6

Untuk  pelaksanaan pembayaran  pengembalian

Penerimaan Negara, KPA BUN/KPA mempunyai tugas

dan wewenang untuk menerbitkan SKKSPN atas:

a. keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP;

b. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP,
penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, dan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN; dan

c. kesalahan/kelebihan setoran penerimaan
pembiayaan.

Untuk  pelaksanaan pembayaran  pengembalian

Penerimaan Negara, PPK mempunyai tugas dan

wewenang:

a. membebankan pembayaran pengembalian
Penerimaan Negara untuk pengembalian yang
disebabkan:

1. kelebihan pembayaran PNBP; dan
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2. keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian
sisa UP/TUP.

b. menguji kebenaran data pihak yang berhak
menerima pembayaran pengembalian Penerimaan
Negara;

c. menguji kelengkapan dokumen dan kebenaran
perhitungan permintaan pengembalian Penerimaan
Negara;

d. menerbitkan dan menandatangani SPP-PP yang
disusun sesuai dengan format huruf A yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima:

1. Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran PNBP secara Langsung melalui
Pemindahbukuan atau SKKSPN;

2. surat permintaan pengembalian Penerimaan
Negara vyang  disampaikan oleh  Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/ Collecting Agent
dari KPA; dan

3. dokumen pendukung lainnya,

secara lengkap dan benar;

e. menolak permintaan pengembalian Penerimaan
Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
permintaan pengembalian Penerimaan Negara
diterima dalam  hal dokumen  pendukung
sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan
tidak lengkap dan benar; dan

f. menyampaikan SPP-PP beserta dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d
kepada PPSPM paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah SPP-PP diterbitkan.

Untuk  pelaksanaan  pembayaran  pengembalian

Penerimaan Negara, PPSPM mempunyai tugas dan

wewenang:
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a. menerima SPP-PP beserta dokumen permintaan
pengembalian Penerimaan Negara dan
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d;

b. melakukan pengujian atas:

1. kebenaran pengisian format SPP-PP; dan
2. kelengkapan dokumen pendukung pembayaran
pengembalian Penerimaan Negara.

c. menerbitkan dan menandatangani SPM-PP yang
disusun sesuai dengan format huruf B yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling
lambat 2 {dua) hari kerja setelah SPP-PP dinyatakan
memenuhi pengujian sebagaimana dimaksud pada
huruf b;

d. menolak dan mengembalikan SPP-PP paling lambat
1 (satu) hari kerja sejak SPP-PP diterima
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal
SPP-PP tidak memenuhi pengujian sebagaimana
dimaksud pada huruf b;

e. menyampaikan SPM-PP sebagaimana dimaksud
pada huruf c¢ kepada KPPN setelah SPM-PP
diterbitkan; dan

f. menyimpan SPM-PP dan dokumen pendukungnya.

BAB I
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS
KESALAHAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG
TERJADI KARENA KESALAHAN PEREKAMAN DAN
EKSEKUSI KODE BILLING DAN/ATAU GANGGUAN SISTEM
PADA COLLECTING AGENT

Pasal 7
(1) Kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang terjadi
karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing

dan/atau gangguan sistem pada Collecting Agent
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dapat dimintakan pengembalian Penerimaan Negara
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing
dan/atau gangguan sistem terjadi di loket Collecting
Agent;

b. kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
menyebabkan terjadinya penggunaan dana pada
Collecting Agent; dan

c. tidak terdapat pembatalan transaksi Penerimaan
Negara.

Pembayaran  pengembalian Penerimaan  Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah

terdapat transaksi Penerimaan Negara pengganti.

Transaksi Penerimaan Negara pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan transaksi

Penerimaan Negara yang disetorkan oleh Wajib

Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dengan menggunakan

Kode Billing dengan nilai nominal yang benar sebagai

pengganti atas transaksi Penerimaan Negara yang akan

dikembalikan.

Gangguan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat terjadi karena gangguan jaringan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Kantor pusat Collecting Agent mengajukan surat

permintaan pengembalian Penerimaan Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPPN

Khusus Penerimaan, dengan dilampiri:

a. fotokopi BPN atas setoran yang dimintakan
pengembalian;

b. fotokopi BPN atas transaksi Penerimaan Negara
pengganti,

c. fotokopi laporan harian penerimaan;

d. fotokopi nota debet pelimpahan;

e. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
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f. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak;

g. SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan kantor
pusat Collecting Agent yang disusun sesuai dengan
format huruf C yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

h. surat pernyataan penggunaan setoran ocleh Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, untuk
pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan
oleh kesalahan perekaman dan eksekusi Kode
Billing yang disusun sesuai dengan format huruf D
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan

1. surat pernyataan gangguan sistem pada Collecting
Agent, untuk | pengembalian Penerimaan Negara
yang disebabkan gangguan sistem pada Collecting
Agent yang disusun sesuai dengan format huruf E
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Berdasarkan permintaan pengembalian Penerimaan

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5),

KPPN Khusus Penerimaan melakukan penelitian untuk

memastikan:

a. kelengkapan surat permintaan pengembalian
Penerimaan Negara beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);

b. setoran tersebut telah diterima dan dibukukan pada
Kas Negara; dan

c. setoran tersebut tidak digunakan = sebagai
pemenuhan kewajiban terhadap negara atau belum
pernah dimintakan pengembalian Penerimaan

Negara sebelumnya.
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Untuk memastikan setoran tersebut tidak digunakan

sebagai pemenuhan kewajiban terhadap negara atau

belum pernah dimintakan pengembalian Penerimaan

Negara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, KPPN Khusus Penerimaan melakukan

konfirmasi Penerimaan Negara.

Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk penerimaan pajak diajukan kepada kantor
pelayanan pajak mitra kerja Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor;

b. untuk penerimaan bea cukai diajukan kepada
kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
mitra kerja Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;

c. untuk penerimaan selain pajak dan bea cukai
digjukan kepada Satuan Kerja melalui KPPN mitra
kerja; dan

d. surat permintaan  konfirmasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c
disusun sesuai dengan format huruf F yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah terpenuhi, KPPN Khusus Penerimaan

menerbitkan SKTB paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah hasil konfirmasi diterima.

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun

sesuai dengan format huruf G dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak terpenuhi, KPPN Khusus Penerimaan

mengembalikan permintaan pengembalian Penerimaan

Negara kepada kantor pusat Collecting Agent.
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Pasal 9

(1) KPPN Khusus Penerimaan menerbitkan SKKSPN atas
permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang
telah diterbitkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4).

(2) Penerbitan SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPPN Khusus Penerimaan melakukan pembebanan
pengembalian Penerimaan Negara dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. pengembalian  Penerimaan  Negara yang
disetorkan pada tahun anggaran berjalan
dibebankan sebagai pengurang Penerimaan
Negara yang sama pada tahun anggaran
berjalan melalui koreksi pemindahbukuan
dengan menggunakan akun 816111 (koreksi
pengeluaran pemindahbukuan} dan kode
Satuan Kerja KPPN Jakarta II selaku BUN; atau

2. pengembalian  Penerimaan  Negara yang
disetorkan pada tahun anggaran yang lalu
dibebankan pada SAL;

b. SKKSPN diterbitkan dan ditandatangani paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKTB diterbitkan;
dan

c. koreksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pelaksanaan SPAN.

(3) SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan format huruf H dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(4) KPPN Khusus Penerimaan meneruskan permintaan
pengembalian Penerimaan Negara beserta dokumen
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (5) dilampiri SKTB sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 8 ayat (4) dan SKKSPN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada:

a. KPPN Jakarta II untuk permintaan pengembalian
Penerimaan Negara yang disetorkan ke Kas Negara
pada tahun anggaran berjalan; atau

b. Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk
permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang
disetorkan ke Kas Negara pada tahun anggaran

yang lalu.

Pasal 10

Berdasarkan penerusan permintaan pengembalian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), PPK dan

PPSPM pada Direktorat Sistem Perbendaharaan atau PPK

dan PPSPM pada KPPN Jakarta II melaksanakan hal-hal

sebagai berikut:

a. PPK melakukan pengujian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan dan penyampaian
SPP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b sampai dengan huruf f; dan

b. PPSPM menerima, melakukan pengujian, penolakan
dan  pengembalian SPP-PP, penerbitan  dan
penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II, dan/atau
penyimpanan SPM-PP beserta dokumen pendukungnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b

sampai dengan huruf f.

Pasal 11
Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban

bagian anggaran BUN pada KPPN.
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Pasal 12

(1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, KPPN Jakarta II menyampaikan surat
pemberitahuan pengembalian Penerimaan Negara
kepada DJP/DJBC/DJA/DJPb/DJPPR yang disusun
sesuai dengan format huruf [ yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini dilampiri dengan fotokopi
SPM-PP dan laporan monitoring SP2D.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan pengembalian
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), DJP/DJBC/DJA/DJPb/DJPPR melakukan

koreksi pembukuan.

BAB IV
PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PNBP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Pengembalian Penerimaan Negara yang disebabkan

kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. kelebihan pembayaran PNBP yang disetor
menggunakan Kode Billing dan kesalahan pemungutan
PNBP berupa kelebihan pemotongan pada SPM; dan

b. kesalahan pembayaran PNBP yang disetor langsung ke
RKUN.

Pasal 14
(1) Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan
pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dapat diberikan secara langsung melalui

pemindahbukuan.
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Pengembalian  Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran @ PNBP  secara Langsung melalui
Pemindahbukuan yang ditetapkan oleh PKP PNBP.

Pengembalian  Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penetapan surat
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengajuan dan
penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian

PNBP.

Bagian Kedua

Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran

PNBP yang Disetor Menggunakan Kode Billing dan
Kesalahan Pemungutan PNBP Berupa Kelebihan
Pemotongan pada SPM

Pasal 15
Untuk pembayaran pengembalian Penerimaan Negara
atas kelebihan pembayaran PNBP yang disetor
menggunakan Kode Billing dan kesalahan pemungutan
PNBP berupa kelebihan pemotongan pada SPM, PPK
melakukan  penelitian atas surat persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) beserta
lampiran yang terdiri atas:
a. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
c. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA, yang disusun
sesuai dengan format huruf C yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal Dberdasarkan peneclitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan lengkap

dan benar, PPK melakukan pembebanan untuk
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pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan

pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan
pembayaran PNBP pada tahun anggaran berjalan
dan tahun anggaran yang lalu dibebankan sebagai
pengurang Penerimaan Negara yang sama pada
tahun anggaran berjalan, dalam hal:

1. terdapat realisasi PNBP dengan akun yang sama
pada tahun anggaran berjalan pada Satuan
Kerja; atau

2. tidak terdapat/tidak mencukupi realisasi PNBP
dengan akun yang sama pada Satuan Kerja
namun terdapat realisasi PNBP pada akun dan
program yang sama pada unit eselon I pada
tahun anggaran berjalan.

b. Pengembalian Penerimaan Negara atas kelebihan
pembayaran PNBP tahun anggaran yang lalu dapat
membebani SAL dalam hal tidak terdapat realisasi
PNBP dengan akun yang sama dan program yang
sama pada Satuan Kerja dan unit eselon I pada
tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak benar, PPK meminta:

a. PKP PNBP  untuk  melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. KPA untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c.
Pasal 16

Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara untuk

pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
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huruf a angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. berdasarkan Surat Persetujuan Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui
Pemindahbukuan dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PPK
melakukan penerbitan dan penyampaian SPP-PP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d
dan huruf f; dan

b. berdasarkan SPP-PP sebagaimana dimaksud pada
huruf a, PPSPM menerima, melakukan pengujian,
penolakan dan pengembalian SPP-PP, penerbitan dan
penyampaian SPM-PP ke KPPN mitra kerja, dan/atau
penyimpanan SPM-PP beserta dokumen pendukungnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a

sampai dengan huruf {.

Pasal 17
(1) Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara untuk

pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut: |

a. KPA mengajukan permintaan persetujuan
pembebanan kepada unit eselon 1.

b. unit eselon I sebagaimana dimaksud pada huruf a
memeriksa realisasi PNBP dengan akun yang sama
pada program yang sama.

c. dalam hal terdapat realisasi PNBP dengan akun dan
program yang sama pada Satuan Kerja lain, unit
eselon 1 melakukan persetujuan pembebanan
pengembalian PNBP sebagai pengurang Penerimaan
Negara yang sama pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan:

1. unit eselon I memerintahkan Satuan Kerja lain

lingkup unit eselon I yang mempunyai realisasi
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PNBP untuk melakukan koreksi data transaksi
PNBP;

2. koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 1
dilakukan dengan mengoreksi kode Satuan
Kerja lain menjadi kode Satuan Kerja yang
mengajukan permintaan persetujuan
pembebanan;

3. pelaksanaan koreksi PNBP sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pelaksanaan SPAN; dan

4. Satuan Kerja lain sebagaimana dimaksud pada
angka 1 menyampaikan hasil koreksi transaksi
PNBP berupa nota perbaikan data transaksi
Penerimaan Negara kepada unit eselon 1.

d. Surat persetuyjuan pembebanan pengembalian
PNBP dari unit eselon I disusun sesuai dengan
format huruf J yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

e. Unit eselon I menyampaikan surat persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ kepada Satuan Kerja yang
mengajukan permintaan persetujuan pembebanan
dengan dilampiri:

1. laporan realisasi pendapatan unit eselon I;

2. nota perbaikan data transaksi Penerimaan
Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c
angka 4; dan

3. surat pernyataan dari unit eselon [ yang disusun
sesuai dengan format huruf K yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Berdasarkan surat persetujuan pembebanan

pengembalian PNBP dari unit eselon 1 sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf e, PPK dan PPSPM

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. PPK melakukan pengujian permintaan
pengembalian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan serta

penyampaian SPP-PP  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf
f; dan

b. PPSPM menerima, melakukan pengujian SPP-PP,
penolakan dan pengembalian SPP-PP, penerbitan
dan penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II,
dan/atau penyimpanan SPM-PP beserta dokumen
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 18

Dalam hal SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf b diterbitkan dalam mata

uang asing, diatur ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Satuan Kerja yang bermitra dengan KPPN
lingkup Provinsi D.K.I. Jakarta, SPM-PP diajukan
kepada KPPN mitra kerja; atau

b. untuk Satuan Kerja yang bermitra dengan KPPN diluar
Provinsi D.K.I. Jakarta, SPM-PP diajukan kepada KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah melalui KPPN mitra kerja

Satuan Kerja berkenaan.

Pasal 19
(1) Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara untuk
pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. KPA mengajukan permintaan persetujuan

pembebanan kepada unit eselon 1.

Www.jdih.kemenkeu.go.idﬁ



27 -

b. Unit eselon | sebagaimana dimaksud pada huruf a
memeriksa realisasi PNBP dengan akun yang sama
pada program yang sama.

c. Dalam hal tidak terdapat realisasi PNBP dengan
akun dan program yang sama pada Satuan Kerja
lain, Unit eselon 1 melakukan persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP pada SAL.

d. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP pada SAL.

e. Surat persetujuan pembebanan pengembalian
PNBP pada SAL disusun sesuai dengan format
huruf J yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

f. Unit eselon I menyampaikan surat persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP pada SAL
sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada
Satuan Kerja yang mengajukan permintaan
persetujuan pembebanan dengan dilampirti:

1. laporan realisasi pendapatan unit eselon; dan

2. surat pernyataan pengembalian PNBP dari unit
esclon I yang disusun sesuai dengan format
huruf K yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f menyampaikan permintaan pengembalian PNBP

kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan melalui

KPPN mitra kerja dilampiri:

a. Surat Persetujuan Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran PNBP secara Langsung melalui
Pemindahbukuan yang ditetapkan PKP PNBP dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1); dan
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b. surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP
pada SAL beserta dokumen pendukungnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

KPPN mitra kerja melakukan pemeriksaan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, KPPN mitra

kerja meneruskan permohonan pengembalian PNBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada

Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, KPPN

mitra kerja mengembalikan permohonan pengembalian

PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Satuan Kerja.

Direktorat  Sistem = Perbendaharaan  melakukan

penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).

Dalam hal permintaan pengembalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) telah lengkap dan benar, PPK

dan PPSPM pada Direktorat Sistem Perbendaharaan

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. PPK melakukan pengujian permintaan
pengembalian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan dan

penyampaian SPP-PP  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf
f; dan

b. PPSPM menerima, pengujian, penolakan dan
pengembalian SPP-PP, penerbitan dan
penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II, dan/atau
penyimpanan SPM-PP beserta dokumen
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf {.

Www.jdih.kemenkeu.go.idf



(1)

- 20 -

Pasal 20

Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b, Pasal 17 ayat (2) huruf b, dan Pasal
18, KPPN mitra kerja menerbitkan SP2D yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran
dalam rangka pelaksanaan APBN.

Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (7) huruf b, KPPN mitra kerja menerbitkan
SP2D yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pencairan APBN atas beban bagian anggaran BUN pada
KPPN.

Pasal 21

Atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara

untuk pembebanan pengembalian PNBP pada akun

yvang sama dan program yang sama dari unit eselon I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur

ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal terdapat realisasi PNBP pada Satuan
Kerja setelah pembayaran pengembalian PNBP,
Satuan Kerja mengajukan koreksi PNBP;

b. koreksi PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan koreksi perubahan kode Satuan Kerja
menjadi kode Satuan Kerja lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c;

c. KPA pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a mengajukan koreksi sebesar nilai
pengembalian PNBP kepada KPPN mitra kerja pada
tahun anggaran berjalan;

d. dalam hal realisasi PNBP sebagaimana dimaksud
pada huruf a kurang dari nilai pengembalian PNBP
sebagaimana dimaksud pada huruf c¢, KPA

mengajukan koreksi sebesar nilai realisasi PNBP
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dimaksud kepada KPPN mitra kerja pada tahun
anggaran berjalan;

e. terhadap selisih kurang antara nilai pengembalian
PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dengan
nilai koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf d,
KPA mengajukan koreksi sebesar nilai selisih
dimaksud kepada KPPN mitra kerja pada tahun
anggaran berikutnya; dan

f. unit eselon [ melakukan monitoring untuk
memastikan pelaksanaan koreksi oleh KPA telah
sesuai dengan ketentuan pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e.

Atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara

untuk pembebanan pengembalian PNBP pada SAL dari

unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

diatur ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal terdapat realisasi PNBP pada Satuan
Kerja setelah pembayaran pengembalian PNBP
beban SAL, Satuan Kerja mengajukan koreksi
PNBP;

b. koreksi PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan koreksi perubahan kode Satuan Kerja
dan kode akun menjadi kode Satuan Kerja
pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL
dan kode akun pengembalian PNBP beban SAL;

c. KPA pada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a mengajukan koreksi sebesar nilai
pengembalian PNBP kepada KPPN mitra kerja pada
tahun anggaran berjalan,;

d. dalam hal realisasi PNBP sebagaimana dimaksud
pada huruf a kurang dari nilai pengembalian PNBP
sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPA
mengajukan koreksi sebesar nilai realisasi PNBP
dimaksud kepada KPPN mitra kerja pada tahun

anggaran berjalan;
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terhadap selisih kurang antara nilai pengembalian

PNBP sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dengan

nilai koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf d,

KPA mengajukan koreksi sebesar nilai selisih

dimaksud kepada KPPN mitra kerja pada tahun

anggaran berikutnya;

unit eselon [ melakukan monitoring untuk

memastikan pelaksanaan koreksi oleh KPA telah

sesuai dengan ketentuan pada huruf a, huruf b,

huruf ¢, huruf d dan huruf e;

KPPN mitra kerja menyampaikan hasil koreksi

PNBP atas koreksi PNBP sebagaimana dimaksud

pada huruf ¢, huruf d atau huruf e kepada:

1. Direktorat Sistem Perbendaharaan;

2. Unit eselon I; dan

3. KPA;

Direktorat Sistem Perbendaharaan melakukan

monitoring atas:

1. data pembayaran pengembalian PNBP beban
SAL; dan

2. hasil koreksi PNBP sebagaimana dimaksud pada
huruf g;

berdasarkan  hasil  monitoring  sebagaimana

dimaksud pada huruf h, Direktorat Sistem

Perbendaharaan secara triwulanan menyampaikan

pemberitahuan kepada KPPN yang Satuan Kerjanya

belum  melakukan  koreksi atas transaksi

pengembalian PNBP;

berdasarkan pemberitahuan dari Direktorat Sistem

Perbendaharaan sebagaimana dimaksud huruf i,

KPPN mitra kerja meminta KPA untuk melakukan

percepatan pelaksanaan koreksi PNBP; dan

dalam hal koreksi PNBP sebagaimana dimaksud

pada huruf a belum sesuai dengan besaran nilai

pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢, unit eselon 1 tidak dapat memberikan
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persetujuan pembebanan pengembalian PNBP pada
SAL untuk permohonan pengembalian berikutnya.

(8) Pelaksanaan koreksi PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan
SPAN.

(4) Ketentuan  teknis  pelaksanaan  koreksi  atas
pembayaran pengembalian Penerimaan Negara untuk
pembebanan pengembalian PNBP pada akun dan
program yang sama dari unit eselon I atau atas beban
SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas
Kesalahan Pembayaran PNBP yang Disetor Langsung
ke RKUN

Pasal 22

Pembayaran pengembalian atas Penerimaan Negara yang

disebabkan kesalahan pembayaran PNBP yang disetor

langsung ke RKUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b diatur ketentuan sebagai berikut:

1.  Satuan Kerja menyampaikan permintaan penerbitan
SKTB kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

2. Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian untuk
memastikan setoran tersebut telah diterima dan
dibukukan pada Kas Negara.

3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dinyatakan benar, Direktorat Pengelolaan Kas
Negara melakukan:

a. koreksi menjadi akun PNBP; dan
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b. menerbitkan SKTB yang disusun sesuai dengan
format huruf G yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

4. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan
SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b
kepada Satuan Kerja.

5. SKTB sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai
syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Pengembalian
atas Kelebithan Pembayaran PNBP secara Langsung
melalui Pemindahbukuan.

6. Penerbitan Surat Persetujuan Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran PNBP secara Langsung melalui
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka
5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengajuan dan
penyelesaian keberatan, keringanan dan pengembalian
PNBP.

7. Pelaksanaan koreksi PNBP sebagaimana dimaksud
pada angka 3 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan
SPAN.

8. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dinyatakan tidak benar, Direktorat Pengelolaan
Kas Negara mengembalikan permintaan penerbitan

SKTB kepada Satuan Kerja.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pembayaran pengembalian Penerimaan
Negara atas kelebihan pembayaran PNBP yang disetor
menggunakan Kode Billing dan kesalahan pemungutan
PNBP berupa kelebihan pemotongan pada SPM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 berlaku
mutatis mutandis terhadap pembayaran pengembalian atas
kelebihan pembayaran PNBP yang disetor langsung ke
RKUN.
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BABV
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS
KETERLANJURAN PENYETORAN DANA OLEH
BENDAHARA PENGELUARAN MENGGUNAKAN AKUN
PENGEMBALIAN SISA UP/TUP

Pasal 24

(1) Pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran
penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran
menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dapat
dilakukan dalam hal terdapat keterlanjuran penyetoran
dana oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun
pengembalian sisa UP/TUP.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dana pencairan SP2D-LS atas nama Bendahara
Pengeluaran yang belum terbayarkan kepada yang
berhak;

b. dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah, dalam hal Bendahara
Pengeluaran merangkap Bendahara Pengeluaran
Satuan Kerja perangkat daerah; dan/atau

c. dana yang tidak terkait dengan tugas Bendahara
Pengeluaran namun berada dalam pengelolaan

Bendahara Pengeluaran.

Pasal 25

Pembayaran pengembalian Penerimaan Negara atas
keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran
menggunakan akun  pengembalian sisa  UP/TUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan:
a. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan

pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran

penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran
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menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP kepada

KPA.

b. KPA melakukan rekonsiliasi sisa saldo UP/TUP dengan
KPPN mitra kerja untuk memastikan adanya
keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf b
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi sisa saldo
UP/TUP yang disusun sesuai dengan format huruf L
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

d. Terhadap hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. untuk nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), KPA menandatangani surat
pernyataan yang disusun sesuai dengan format
huruf M dalam Lampiran yang merupakan bagian
yvang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini;

2. untuk nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah), hasil rekonsiliasi diverifikasi
oleh aparat pengawas internal pemerintah pada
kementerian/lembaga dan dituangkan dalam hasil
verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang; atau

3. untuk nilai di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah), hasil rekonsiliasi diverifikasi oleh aparat
pengawas dari instansi pemerintah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengawasan  keuangan  negara/daerah  dan
pembangunan nasional dan dituangkan dalam hasil
verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang.

e. KPA mengajukan permintaan penerbitan SKTB dan

reklasifikasi kepada KPPN mitra kerja dilampiri dengan:
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1. fotokopi BPN,;

2. berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c; dan

3. dokumen lain sebagai berikut:

a) fotokopi surat pernyataan KPA sebagaimana
dimaksud pada huruf d angka 1;

b) fotokopi hasil verifikasi aparat pengawas
internal pemerintah pada kementerian atau
lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf d
angka 2; atau

c) fotokopi hasil verifikasi instansi pemerintah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengawasan keuangan negara/daecrah
dan pembangunan nasional sebagaimana

dimaksud pada huruf d angka 3.

Pasal 26
Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB dan
reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf e, KPPN mitra kerja melakukan penelitian
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf e. |
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terpenuhi, KPPN mitra kerja
mengembalikan permintaan penerbitan SKTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan
penerbitan SKTB diterima.
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terpenuhi, KPPN mitra kerja:
a. menerbitkan SKTB; dan
b. melaksanakan reklasifikasi,
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan
penerbitan SKTB dan reklasifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
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SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
sesuai dengan format huruf G yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan dengan melakukan koreksi
ke akun 816411 (penerimaan reklasifikasi kelebihan
setoran uang persediaan) dan kode Satuan Kerja
pengembalian Penerimaan Negara atas beban SAL.
Pelaksanaan reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pelaksanaan SPAN.

SKTB dan hasil reklasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)  beserta kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada KPA.

Pasal 27

Berdasarkan SKTB dan hasil reklasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7}, PPK melakukan
pembebanan pengembalian Penerimaan Negara atas
keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP pada akun 826411 (penerimaan reklasifikasi
kelebihan setoran uang persediaan) dan kode Satuan
Kerja pengembalian Penerimaan Negara atas beban
SAL.

Berdasarkan pembebanan pengembalian Penerimaan
Negara atas keterlanjuran penyetoran dana oleh
Bendahara Pengeluaran menggunakan akun
pengembalian sisa UP/TUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPA menerbitan SKKSPN paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah diterimanya SKTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7).

SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

sesuai dengan format huruf H yang tercantum dalam
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan
permintaan pengembalian Penerimaan Negara atas
keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan
melalui KPPN mitra kerja dengan dilampiri:

a. SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. SKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(7);

c. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA, yang disusun
sesuai dengan format huruf C yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; |

d. fotokopi rekening Bendahara Pengeluaran;

e. fotokopi nomor pokok wajib pajak Satuan Kerja; dan

f. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 huruf d berupa:

1. surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf d angka 1;

2. hasil verifikasi aparat pengawas internal
pemerintah pada kementerian atau lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d
angka 2; atau

3. hasil verifikasi instansi pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d angka 3.

(5) KPPN mitra kerja memeriksa kelengkapan dokumen
permintaan  pengembalian Penerimaan  Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, KPPN mitra

kerja meneruskan permintaan pengembalian
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Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap, KPPN
mitra kerja mengembalikan permintaan pengembalian
Penerimaan Negara beserta dokumen pendukungnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPA.
Ketentuan teknis pelaksanaan reklasifikasi untuk
pengembalian Penerimaan Negara atas keterlanjuran
penyetoran dana oleh Bendahara Pengeluaran
menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), ayat
(5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 28

Direktorat  Sistem  Perbendaharaan  melakukan
penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
permintaan  pengembalian  Penerimaan = Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).

Dalam hal dokumen permintaan pengembalian
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lengkap dan benar, PPK dan PPSPM pada
Direktorat Sistem Perbendaharaan melaksanakan hal-

hal sebagai berikut:

a. PPK melakukan pengujian permintaan
pengembalian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan dan

penyampaian SPP-PP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf f; dan

b. PPSPM menerima, melakukan pengujian,
penolakan dan pengembalian SPP-PP, penerbitan
dan penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II,
dan/atau penyimpanan SPM-PP beserta dokumen
pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f.
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Pasal 29
Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2) huruf b, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA ATAS
KESALAHAN/KELEBIHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pasal 30
(1) Pengembalian Penerimaan Negara atas
kesalahan/kelebihan penerimaan pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d
dilakukan atas terjadinya kesalahan/kelebihan setoran
SBN Ritel.

(2) Kesalahan/kelebihan setoran SBN Ritel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:

a. kendala teknis pada sistem Penerimaan Negara
secara elektronik yang mengakibatkan terjadinya
kesalahan/kelebihan setoran SBN Ritel; dan/atau

b. pemesanan SBN Ritel yang tidak sesuai dengan
memorandum informasi.

(3) Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam hal
penerimaan pembiayaan belum dilakukan setelmen.

(4) Investor Ritel mengajukan permintaan pengembalian
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan
Setelmen, dengan dilampiri:

a. fotokopi BPN;

b. fotokopi bukti kepemilikan rekening; dan

c. fotokopi nomor pokok Wajib Pajak.
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Pasal 31

Berdasarkan permintaan pengembalian Penerimaan
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4),
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
melakukan penelitian untuk memastikan:
a. kelengkapan dokumen; dan
b. penerimaan pembiayaan belum dilakukan

setelmen.
Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dokumen tidak
lengkap dan penerimaan pembiayaan belum dilakukan
setelmen, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
melakukan pengembalian permintaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} untuk dilengkapi oleh Investor
Ritel.
Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} dinyatakan penerimaan
pembiayaan telah dilakukan setelmen, Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen melakukan
penolakan dan mengembalikan permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) permintaan pengembalian
Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (4) telah memenuhi ketentuan, Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mengajukan
permintaan penerbitan SKTB kepada KPPN Khusus
Pinjaman dan Hibah dengan dilampiri fotokopi BPN

penerimaan pembiayaan yang diajukan
pengembaliannya.

Pasal 32
Berdasarkan permintaan penerbitan SKTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan penelitian

untuk memastikan:
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a. kelengkapan dokumen permintaan penerbitan
SKTB beserta lampirannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4);

b. setoran tersebut telah diterima dan dibukukan pada
Kas Negara; dan

c. setoran tersebut belum pernah dimintakan
pengembalian sebelumnya.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) permintaan penerbitan SKTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) telah
memenuhi ketentuan, KPPN Khusus Pinjaman dan

Hibah menerbitkan SKTB paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah dokumen permintaan penerbitan SKTB

diterima lengkap.

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

sesuai dengan format huruf G yang tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini. ' |

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. '

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) permintaan penerbitan SKTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) tidak
memenuhi ketentuan, KPPN Khusus Pinjaman dan

Hibah mengembalikan dokumen permintaan

penerbitan SKTB kepada Direktorat Evaluasi,

Akuntansi dan Setelmen paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah dokumen permintaan penerbitan SKTB

diterima.

Pasal 33
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen selaku KPA
BUN  menerbitkan SKKSPN atas permintaan

pengembalian  Penerimaan Negara yang telah
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diterbitkan SKTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (2).

Penerbitan SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan sebagai pengurang Penerimaan Negara
yang sama pada tahun anggaran berjalan.

SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak SKTB diterbitkan.

SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan format huruf H yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan teknis pelaksanaan pembebanan untuk
pengembalian Penerimaan Negara atas
kesalahan/kelebihan penerimaan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 34

Berdasarkan SKKSPN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1), SKTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), PPK
melakukan pengujian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan dan penyampaian
SPP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b sampai dengan huruf f.

Berdasarkan SPP-PP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPSPM menerima SPP-PP, melakukan pengujian,
penolakan dan pengembalian SPP-PP, pénerbitan dan
penyampaian SPM-PP ke KPPN Khusus Pinjaman dan
Hibah, dan/atau penyimpanan SPM-PP beserta
dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf 1.
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Pasal 35
Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan
SP2D yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan

APBN atas beban bagian anggaran BUN pada KPPN.

BAB VII
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA KARENA
KESALAHAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA YANG
TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI PNBP,
PENERIMAAN PAJAK, PENERIMAAN BEA DAN CUKAI, DAN
PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA YANG
DISETOR LANGSUNG KE RKUN

Pasal 36
Pengembalian  Penerimaan Negara atas kesalahan
penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak,
penerimaan bea dan cukai, dan penerimaan dana
perhitungan fihak ketiga yang disetor langsung ke RKUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e

diajukan oleh bank penyetor/badan lainnya.

Pasal 37
(1) Bank penyetor/badan lainnya mengajukan permintaan
pengembalian  Penerimaan Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 kepada Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri:
a. surat kronologis yang ditandatangani oleh pimpinan
bank penyetor/badan lainnya;
b. fotokopi bukti setoran yang sah;
c. fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
d. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
e. SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan bank

penyetor/badan lainnya, yang disusun sesuai
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dengan format huruf C yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan permintaan pengembalian Penerimaan

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan

penelitian untuk memastikan:

a. kelengkapan dokumen surat permintaan
pengembalian Penerimaan Negara beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1};
dan

b. setoran tersebut telah diterima dan dibukukan pada
Kas Negara.

Dalam hal berdasarkan hasil peneclitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) permintaan pengembalian

Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah memenuhi ketentuan, Direktorat Pengelolaan

Kas Negara menerbitkan SKTB paling lambat 3 (tiga)

hari  kerja  setelah  permintaan  pengembalian

Penerimaan Negara beserta dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap.

SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun

sesuai dengan format huruf G yang tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) permintaan pengembalian

Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak memenuhi ketentuan, Direktorat Pengelolaan

Kas Negara mengembalikan permintaan pengembalian

Penerimaan Negara kepada bank penyetor/badan

lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

permintaan pengembalian Penerimaan Negara beserta
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterima.
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Pasal 38

(1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan
SKKSPN atas permintaan pengembalian Penerimaan
Negara yang telah diterbitkan SKTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

(2) Penerbitan SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sebagai berikut:

a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan
pembebanan pengembalian Penerimaan Negara
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengembalian Penerimaan Negara yang disetor
langsung ke RKUN pada tahun anggaran
berjalan  dibebankan  sebagai pengurang
Penerimaan Negara yang sama pada tahun
anggaran berjalan melalui koreksi
pemindahbukuan dengan menggunakan akun
816111 (koreksi pengeluaran pemindahbukuan)
dan kode Satuan Kerja KPPN Jakarta II selaku
BUN; atau

2. pengembalian Penerimaan Negara yang disetor
langsung ke RKUN pada tahun anggaran yang
lalu dibebankan pada SAL.

b. SKKSPN diterbitkan dan ditandatangani paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) diterbitkan; dan

c. koreksi pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pelaksanaan SPAN.

(3) SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan format huruf H yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(4) Direktorat Pengelolaan Kas Negara meneruskan
permintaan pengembalian Penerimaan Negara beserta

dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 37 ayat (1) dilampiri dengan SKTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan

SKKSPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. KPPN Jakarta II untuk permintaan pengembalian
Penerimaan Negara yang disetorkan ke Kas Negara
pada tahun anggaran berjalan; atau

b. Direktorat Sistem Perbendaharaan untuk
permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang
disetorkan ke Kas Negara pada tahun anggaran
yang lalu.

(5) Ketentuan teknis pelaksanaan koreksi
pemindahbukuan atas pengembalian Penerimaan
Negara yang disetor langsung ke RKUN pada tahun
anggaran berjalan yang dibebankan sebagai pengurang
Penerimaan Negara yang sama pada tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan.

Pasal 39

Berdasarkan penerusan permintaan pengembalian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4}, PPK dan

PPSPM pada Direktorat Sistem Perbendaharaan atau PPK

dan PPSPM pada KPPN Jakarta II melaksanakan hal-hal

sebagai berikut:

a. PPK melakukan pengujian, penolakan permintaan
pengembalian, dan/atau penerbitan dan penyampaian
SPP-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b sampai dengan huruf f; dan '

b. PPSPM menerima, melakukan pengujian, penolakan
dan pengembalian SPP-PP, penerbitan dan
penyampaian SPM-PP ke KPPN Jakarta II, dan/atau
penyimpanan SPM-PP beserta dokumen pendukungnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b

sampai dengan huruf f.
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Pasal 40
Berdasarkan SPM-PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D yang dilaksanakan
sesual dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian

anggaran BUN pada KPPN.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 41

(1) Hak tagih atas pengembalian Penerimaan Negara yang
disebabkan oleh:

a. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang
terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi
Kode Billing dan/atau gangguan sistem pada
Collecting Agent;

b. keterlanjuran penyetoran dana oleh Bendahara
Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP;

c. kesalahan/kelebihan setoran penerimaan
pembiayaan; dan

d. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai PNBP,
penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, dan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN,

kedaluwarsa 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan

SKKSPN.

(2) Kedaluwarsa pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP mengikuti ketentuan dalam  peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan
dan penyelesaian  keberatan, keringanan dan

pengembalian PNBP.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Permintaan pengembalian Penerimaan Negara yang telah
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas

Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. prosedur pembayaran pengembalian PNBP, belanja
negara, dan lainnya yang disetorkan melalui RKUN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 82 /PMK.05/2007 tentang

Tata Cara Pencairan Dana atas Beban Anggaran
Pendapatan Belanja Negara melalui Rekening Kas
Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.05/2010 tentang Perubahan  atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan
Dana atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja
Negara melalui Rekening Kas Umum Negara; dan
b. pembayaran dalam rangka pengembalian
Penerimaan Negara atas beban bagian anggaran
BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas
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Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini.

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017

tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi
Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN. 2021 NOMOR 1379

Salinan sesuai dengan aslinya
' Kepala Biro Umum
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188 /PMK.05/2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN ATAS PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA (SPP-PP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
Nomor LR ;| S Tangga IR | | |
Zifat Pembayaran LU, | | S,
1. Kementerian/Lembaga I | | R 6. Output
2. Unit Organisas! P |- | 7. Fungsi
3. Satuan Kerja R ; Sub Fungsi
4. Lakss S |1 Program
3. Kegiatan o | | SO 8. Kewenangan
Kepada
¥th Pejabat Penerbit Surat Perintab Membayar
Berdasarkan..|16)... Namar...[17) . tangsal_(18)...., bersamas inl kami ajukan permintaan pembayaran pengembalian penedmaan negara
sebagal berout:
1. Jumish pembayaran yang dimintakan
2. Untuk Keperluan
3. Jenis Belangs
4. Atas Nama
3. Alsmat
©. Mempunyal Nomar Rekening
7. MNomaor & Tanggal Dokumen
o) AKUN S DA BB SPP-PP/SPM-PP 5.d YANG SER-PR INI JUMILAH 5.d 5PP-PP SR FABL
BERSANGEUTAN LALL Ml
1 3 3 - 3 B=(445) 7=(3-8)
,,,, (28]...... SRS - | S, .| [ S ). | o w(300...... T | | M-
sumlah
...... iz . O - . | [
Diterima oleh pengull SPP penerbet SPM An Kussa Pengguna Anggaran
Tangsal Pejabat Pembuat Komitmen
......... |3s) AT |- . | LSy S R P T
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA (SPP-PP)

NO. URAIAN ISIAN
(1) | Diisi nama Satuan Kerja

(2) | Diisi nomor SPP-PP

(3) | Diisi tanggal SPP-PP

(4) | Diisi kode dan/atau uraian sifat pembayaran
(5) | Diisi nama Kementerian/Lembaga

(6) | Diisi nama unit organisasi

(7) | Diisi nama Satuan Kerja

(8) | Diisi lokasi Satuan Kerja

(9) | Diisi kode dan/atau uraian kegiatan

(10) | Diisi kode dan/atau uraian output

(11) | Diisi kode fungsi

(12) | Diisi kode subfungsi

(13) | Diisi kode program

(14) | Diisi kode dan/atau uraian kewenangan

(15) | Diisi nama Satuan Kerja

{16) | Diisi nama dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara:

- Surat Persetujuan Pengembalian PNBP Secara Langsung Melalui
Pemindahbukuan, untuk pengembalian PNBP karena kelebihan
pembayaran PNBP

- Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara, untuk
pengembalian selain karena kelebihan pembayaran PNBP

(17) | Diisi nomor dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara

(18) | Diisi tanggal dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara

(19) | Diisi jumlah nominal pembayaran yang diminta

(20) | Diisi uraian atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara

(21) | Diisi kode dan/atau uraian jenis belanja

(22) | Diisi nama penerima pengembalian Penerimaan Negara

(23) | Diisi alamat penerima pengembalian Penerimaan Negara

(24) | Diisi nomor rekening dan nama bank

(25) | Diisi nomor dan tanggal dokumen permintaan pengembalian
Penerimaan Negara

(20) | Diisi kode akun yang digunakan untuk melakukan pembayaran
pengembalian Penerimaan Negara

(27) | Diisi nilai pagu pengembalian penerimaan negara

(28) | Diisi nilai realisasi pengembalian yang diajukan sebelum SPP-PP ini

(29) | Diisi nilai realisasi pengembalian yang diajukan pada SPP-PP ini

(30) | Diisi nilai realisasi total pengembalian yang diajukan sampai dengan
SPP-PP yang diajukan

(31) | Diisi sisa pagu setelah diterbitkannya SPP-PP ini

(32) | Diisi dengan kota tempat penerbitan SPP-PP

(33) | Diisi tanggal diterbitkannya SPP-PP

(34) | Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen

(35) | Diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen

(36) | Diisi nama dan NIP pejabat penguji SPP-PP/penerbit SPM-PP
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B. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN
NEGARA (SPM-PP)

T || )
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

MEMERINTAHKAN KEPADA

Kuasa Bendahara Umum Negars, KPPN (30

Linbuk membayar kembalifmemindahbukuan Pengembalian Penerimasn Negara sebesse Rp...[4]......
s SO | R S S
Tahun Anggarsn : ...(B)_.... benls Tagihan : SPM-PP
Dassr Pembayaran - ... {59)..... Cara Bayar : Transfer Dana Elzkironik
MNOmOr . (10).......
Torggal ... (11).....
FENGELUARAN JUNLAH UANG
............ | e | ORI |, | '} WS
pumiah Pengeluarsn |00 1T
POTONGAN JUMLAH UBANG
............ [} B | [T ST | 1 .| IR
umish Potomgan | 000 Ll )
TOTALPEMBAYARAN = | {18}
Kepada s {19)..ccreees
Alamat 0 .. . | S,
. | - — I
Mama Relkering g 32—
Mo Rekerdng i 23]
Bank . j24]...........
Wirslam 00000 D e ] IS
..... [28]...., .....{27)......
Semua buiti-bukt pengeluaran vang disabian Pejabat Pembuat Komibmen An Kuesa Pengguns Anggaran
relah dag dan dinyutsian memenishl persyaratan untuk dilakukan Pejabat Penandatangan 5P

pembayaran atas beban APBN. selanjutnys buiti-bukt pengeluaran
dimaksud disimpan dan dtatausaheian okeh Pejabet Penandatangan 5P

Keberaran perhitungan dan tsi yang tertuang dalam SPM in menjad)
tanggung jawab Pejabat Penandatargan SPM PPN . | SR
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
(SPM-PP)

Z
o

URAIAN ISIAN

Diisi nama Kementerian/Lembaga

Diisi nama Satuan Kerja

Diisi nomor SPM-PP

Diisi tanggal SPM-PP

Diisi nama dan/atau KPPN tempat SPM-PP diajukan

Diisi nominal uang vang dimintakan pembayaran

Diisi uraian nominal uang yang dimintakan pembayaran

Diisi tahun anggaran

CRNOUELRE

Diisi nama dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara:

- Surat Persetujuan Pengembalian PNBP Secara Langsung Melalui
Pemindahbukuan, untuk pengembalian PNBP yang diajukan oleh
Satuan Kerja

- Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara, untuk
pengembalian selain PNBP yang diajukan oleh Satuan Kerja

Diisi nomor dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara

Diisi tanggal dokumen ketetapan pengembalian Penerimaan Negara

Diisi kode 12 kode segmen bagan akun standar pengeluaran

Diisi nominal uang pengeluaran

Diisi nominal jumlah uang pengeluaran

Diisi kode 12 kode segmen bagan akun standar potongan pengeluaran

Diisi nominal potongan uang pengeluaran

Diisi nominal jumlah potongan uang pengeluaran

Diisi nominal uang pengeluaran yang dibayarkan

Diisi nama penerima pengembalian Penerimaan Negara

Diisi alamat penerima pengembalian Penerimaan Negara

Diisi NPWP penerima pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nama rekening penerima pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nomor rekening penerima pengembalian Penerimaan Negara

AU SN U G

Diisi nama bank nomor rekening penerima pengembalian Penerimaan
Negara

Diisi uraian atas pembayaran pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nama tempat diterbitkannya SPM-PP

Diisi tanggal diterbitkannya SPM-PP

Diisi tandatangan pejabat penandatangan SPM-PP

Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan SPM-PP
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FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e ) U
NIP/NRP/NPP : ... (2) i
Jabatan e (B) e

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian
Penerimaan Negara pada........ (4)........ sebesar Rp....... ) P
(cooeen () I ) untuk keperluan....... (7)eeennnn.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas
pembayaran pengembalian Penerimaan Negara tersebut, sebagian atau
seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan Dbersedia
menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

3. Segala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian Penerimaan
Negara ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai
Rp. 10.000 (11)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

2,
o

URAIJAN ISTIAN

o
—
—

Diisi nama pejabat yang menetapkan

®

Diisi Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Register Pegawai (NRP)/Nomor
Pendaftaran Perusahaan (NPP) pejabat yang menetapkan

Diisi nama jabatan pejabat yang menetapkan

Diisi nama satuan kerja/Collecting Agent/bank penyetor/badan lainnya

Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka

Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf

Diisi dengan keperluan/maksud pengembalian atas Penerimaan Negara

Diisi dengan tempat SPTJM dibuat dan ditandatangani

CEISICIEIE®

Diisi tanggal, bulan dan tahun saat SPTJM dibuat dan ditandatangani

—
p—
O

~—

Diisi dengan:

% Nama jabatan pada Collecting Agent yang menandatangani SPTJM,
untuk pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan
perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem
pada Collecting Agent

% Kuasa Pengguna Anggaran, untuk pengembalian karena kelebihan
pembayaran PNBP, keterlanjuran penyetoran dana oleh bendahara
pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP, dan
kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan bea
dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani SPTJM dan
dibubuhi cap dinas

Diisi nama pejabat penerbit SPTJM

Diisi NIP/NRP/NPP pejabat penerbit SPTJM
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D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SETORAN OLEH WAJIB
PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR ATAS PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA YANG DISEBABKAN KESALAHAN PEREKAMAN
DAN EKSEKUSI KODE BILLING PADA COLLECTING AGENT

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e (1)
NPWP PP (2) i
Alamat e, 1S )

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Telah terjadi kesalahan perekaman/eksekusi kode billing atas setoran

penerimaan negara dengan NTPN.....(4)...... nomor transaksi bank/nomor

transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya.....(5).....

tanggal....(6)....... sebesar Rp....{7)..... (......(8)....) melalui Collecting Agent
{9).....

2. Atas kesalahan tersebut, telah dilakukan penyetoran transaksi pengganti

dengan NTPN ....(10).... nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/

nomor  transaksi lainnya @ ..... (11)..... tanggal....(12)..... sebesar

Rp....(13)...... (...(14)...... ) melalui Collecting Agent....(15)....

3. Atas setoran sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak diberlakukan
sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan tidak
akan dimintakan pengembaliannya melalui mekanisme pengembalian
kelebihan pajak/bea cukai/PNBP/penerimaan lainnya (SPM
KP/KB/KC/KBM/PP).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

...... (16)....., e (17)ieenn.

Mengetahui,
Pimpinan Collecting Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor*
Agent...... (20).......
............... (21)....... Meteral

Rp. 10.000 | (18)
(22)
............... (23)....... T [ 5°) FT O
Tembusan :

Direktur Teknologi Infomasi Perpajakan, DJP/

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC/

Direktur Sistem Penganggaran, DJA/

Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPB/
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelment, DJPPR. *)

*) Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SETORAN OLEH WAJIB
PAJAK/WAJIB BAYAR/WAJIB SETOR ATAS PENGEMBALIAN
PENERIMAAN NEGARA YANG DISEBABKAN KESALAHAN PEREKAMAN
DAN EKSEKUSI KODE BILLING PADA COLLECTING AGENT

2
o

URAIAN ISIAN

Diisi nama Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

Diisi NPWP Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

Diisi alamat Wajib Pajak /Wajib Bayar/Wajib Setor

Diisi NTPN

gELEE

Diisi nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi
lembaga persepsi lainnya

Diisi tanggal buku

Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka

Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf

C®EH[S

Diisi nama Collecting Agent

Diisi NTPN transaksi pengganti

b_lp-—.\
— O
=

Diisi nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi
lembaga persepsi lainnya transaksi penganti

Diisi tanggal buku transaksi penganti

Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka atas transaksi pengganti

Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf atas transaksi pengganti

Diisi nama Collecting Agent tempat menyetor transaksi pengganti

Diisi dengan tempat surat pernyataan dibuat dan ditandatangani

—t |t | et | e [ |
~N O UL A (WIND
LR Sy Mhalinl SEEPY Sty i

Diisi tanggal, bulan dan tahun saat surat pernyataan dibuat dan
ditandatangani

—
o0

L
g

Diisi tanda tangan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

Diisi nama Wajib Pajak/Wajib Bayar/Setor

Diisi nama Collecting Agent

Diisi jabatan pimpinan Collecting Agent

Diisi tanda tangan pimpinan Collecting Agent dan dibubuhi cap dinas

NSINSE
Lib=le©

Diisi nama pimpinan yang menandatangani surat pernyataan dari
Collecting Agent
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E. FORMAT SURAT PERNYATAAN GANGGUAN SISTEM PADA COLLECTING
AGENT
KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama D e (1)eeeeeiin,

Collecting Agent © ................. (2) e,

Jabatan PP (B) e

Alamat D e [ T P

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah terjadi gangguan sistem pada ....(9)..... pada hari...(6)..tanggal

....{(7)....yang disebabkan oleh....(8)...
2. Gangguan sistem tersebut telah menyebabkan terjadinya

kesalahan/keterlanjuran setoran penerimaan negara dengan rincian:

Kode Billing | NTPN | NTB/NTP/ Tangga
L9).. | ..(10).. [..QA1).. ..(12)... ...(13)... ..(14)...

3. Atas kesalahan/keterlanjuran setoran penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada angka 2, telah dilakukan penyetoran atas transaksi

Tanggal Setor | Nilai
...(19)... ...(20)...

4. Bersedia menyetorkan ke kas negara apabila dikemudian hari ditemukan
kesalahan atas pembayaran pengembalian penerimaan negara ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Direktur............ (23).........
Meterai 54
Rp.10.000 (24)
........ (25). i,

Tembusan :

. Direktur Teknologi Infomasi Perpajakan, DJP.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, DJBC.

Direktur Sistem Penganggaran, DJA.

Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, DJPB.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelment, DJPPR.

GHWD -
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TERJAD]I GANGGUAN SISTEM PADA
COLLECTING AGENT

Z
o

URAIAN ISIAN

Diisi nama penandatangan surat pernyataan

Diisi nama Collecting Agent

Diisi jabatan penandatangan surat pernyataan

Diisi alamat Collecting Agent

e il e el
Pt [t [’ [N [Nt

Diisi nama Collecting Agent

e

Diisi nama hari

Diisi tanggal

Diisi uraian penyebab terjadinya kesalahan sistem pada Collecting Agent

O100 |~ OV U PN =

I [ [P po—
[Ny Ny N

Diisi nomor urut

|mmn,
o

Diisi nomor Kode Billing

| s,

Diisi NTPN

o | ek | et
N0
— =

—

Diisi nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi
lembaga persepsi lainnya

Diisi tanggal setor

Diisi jumlah nominal rupiah setoran

Diisi nomor urut transaksi pengganti

Diisi nomor Kode Billing transaksi pengganti

Diisi NTPN transaksi pengganti

P T Nl e R
et | et | e [ ok | et | ek
X~ O U P W
(sl NS N S NELEDR St

Diisi nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi
lainnya transaksi pengganti

Diisi tanggal setor transaksi pengganti

Diisi jumlah nominal rupiah setoran transaksi pengganti

Diisi nama tempat surat pernyataan dibuat dan ditandatangani

Diisi tanggal dibuatnya surat pernyataan

NININNE
LINZICC

Diisi nama Direktur yang bertanggungjawab atas sistem informasi
teknologi pada Collecting Agent

[\.
N

——
~—

Diisi tanda tangan Direktur yang bertanggungjawab atas sistem
informasi teknologi pada Collecting Agent

N
Ut

o~
——

Diisi nama Direktur yang bertanggungjawab atas sistem informasi
teknologi pada Collecting Agent
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F.  FORMAT SURAT PERMINTAAN KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

<KOP SURAT>

Nomor Do 5 y eeeene 2).......
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Konfirmasi Penerimaan Negara
Yth ..... (3).....

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2021
tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara dan
Surat Permohonan Pengembalian Penerimaan Negara

dari...{4)...Nomor...(5)...tanggal....(0)...., disampaikan hal sebagai berikut:

a. Telah terjadi kesalahan perekaman dan eksekusi kode biling dan/atau
gangguan sistem pada ...... (7)... atas setoran penerimaan negara dengan
rincian

...(12). ...(1\3\)‘;;.. ..(14)...

b. Terhadap setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a,
telah melakukan penyetoran transaksi pengganti dengan rincian

NE (16)....... (17)... | ..(18).. | ...(19)... | ..(20).... |..(2])...

Terhadap data setoran penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kami mohon agar dapat memberikan konfirmasi sebagai berikut:
a. Belum/sudah digunakan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk
pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara.
b. Belum/sudah digunakan oleh wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk
dikembalikan dengan menggunakan mekanisme kelebihan pajak/bea
cukai/PNBP/Penerimaan lainnya (SPM KP/KB/KC/KBM/PP).

Surat jawaban konfirmasi atas penerimaan negara tersebut kiranya
dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

URAIAN ISIAN

Diisi nomor surat

Diisi tempat dan tanggal surat

% Diisi nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk konfirmasi
penerimaan perpajakan

% Diisi nama KPPBC tempat Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar
terdaftar, untuk konfirmasi penerimaan bea cukai

% Diisi nama Satuan Kerja yang mengelola PNBP/penerimaan lainnya,
untuk konfirmasi PNBP/penerimaan lainnya dengan terlebih dahulu
disampaikan melalui KPPN Mitra

Diisi nama Collecting Agent yang mengajukan surat permohonan
pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nomor surat permohonan pengembalian Penerimaan Negara

Diisi tanggal surat permohonan pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nama Collecting Agent yang mengajukan surat permohonan
pengembalian Penerimaan Negara

Diisi nomor urut

O

Diisi nama Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

Diisi nomor Kode Billing

Diisi NTPN

Diisi tanggal buku

Diisi kode akun

Diisi jumlah nominal uang

Diisi nomor urut transaksi pengganti

Diisi nama Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Sctor transaksi pengganti

Diisi nomor kode billing transaksi pengganti

Rl e e e S e R el S
Pt | et | et | et | et | et | et | et | e
RN O U B WIN =IO
gy S a2 Sl N Sty Rty SIS Ko

Diisi NTPN transaksi penganti

Diisi tanggal buku transaksi pengganti

Diisi kode akun transaksi pengganti

Diisi jumlah nominal uang transaksi pengganti

(R SN ey Nt

Diisi tanda tangan kepala KPPN Khusus Penerimaan/Kepala KPPN

oMM [=
WIN|—IO|\WO

e’

Diisi nama dan NIP kepala KPPN Khusus Penerimaan /Kepala KPPN
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G. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN (SKTB)

<KOP SURAT>

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
Nomor ...(1)...

Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas/Seksi
Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan
Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik *} ............ 2]
menerangkan bahwa BUN/Kuasa BUN telah membukukan Penerimaan Negara
dengan rincian sebagai berikut.

Pembukuan
No Nama Tanggal Nomor Nota Nilai
Penyetor Setor Tanggal | Debet/Kredit Akun Setoran
/NTPN/SP2D
..(3).. ..(4)... ...(5)... ...(6)... (7). ...(8)... ...(9)...
(10) vove) e, (11)eeonenn
............................ (12).00enensy
................... (13).ieiiiiiins
................... )
NIP .......c...... (15) e,

*) coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN

Z
o

URAIAN ISIAN

Diisi nomor penerbitan SKTB

Diisi Direktorat Pengelolaan Kas Negara/nama KPPN

Diisi nomor urut

Diisi nama penyetor

Diisi tanggal penyetoran

Diisi tanggal pembukuan

Diisi nomor Nota Debet/Kredit/ NTPN

Diisi kode akun penerimaan

CRHCUREBEE

Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan

[ omnmmes,

Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani

Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani

jpr—
[y G [ Y
N =[O
- =

Diisi nama jabatan Kepala Subdit Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan
Pengelolaan Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara/Kepala Seksi
Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan
Kepatuhan Internal/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik

Diisi tanda tangan pejabat yang menandatangani SKTB

Diisi nama pejabat penerbit SKTB

Diisi NIP pejabat penerbit SKTB
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H. FORMAT SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN
NEGARA (SKKSPN)

KEPUTUSAN.......... (1)......
NOMOR ............... 2).......
TENTANG

SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang LB (B, ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan......... (4)....... tentang Surat Ketetapan
Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara;
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 6267);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2021
tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian
Penerimaan Negara;

Memperhatikan : 1. ... 5 T ;

e (O) e ;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN ......... (7).eeennn. TENTANG SURAT KETETAPAN
KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA.

PERTAMA . Setoran atas Penerimaan Negara dengan Nomor Nota
Debet/Kredit/NTPN/SP2D ... (8)...... tanggal....(9}.......
sebesar Rp...... (10).... (-..(11)....) merupakan keterlanjuran
setoran/kelebihan Penerimaan Negara yang disebabkan
oleh ..... (12).....

KEDUA . Menyetujui pengembalian keterlanjuran setoran

Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:
1.  Jumlah uang  Rpeeoeoin (13).....

2. Yang berhak menerima

a. Nama Penerima e (15).....
b. Alamat Penerima L e (16).....
c. NPWP L e (17).....
d. Nomor Rekening e (18).....
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e. Nama Rekening L e (19).....
f. Nama Bank Penerima D e (20).....

3. Atas beban:

a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : ............... (21).....
b. Kegiatan, Output, Sub Output : ............... (22).....
c. Klasifikasi Belanja D e (23).....
d. Akun L e (24).....
e. Bagian Anggaran D reeeeenenenn, (25).....
f. Satuan Kerja D e (26).....
g. Lokasi D e (27).....
KETIGA : Pembayaran atas pengembalian keterlanjuran

setoran/kelebihan  Penerimaan  Negara  sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui KPPN

................. (28)....

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada ...... (29)......
Ditetapkan di .............. (C16) FTT
pada tanggal ............... (B1).eiiiiininn.

............................. (32) i
............................. (B3}
(34)
...................................... (35)........
NIP oo (36)........
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi:

- Kepala KPPN Khusus Penerimaan, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing
dan/atau gangguan sistem pada Collecting Agent;

- Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja berkenaan, untuk
pengembalian Penerimaan Negara karena keterlanjuran penyetoran
dana oleh bendahara pengeluaran menggunakan akun pengembalian
sisa UP/TUP

- Direktur Pengelolaan Kas Negara, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karcna kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN

- Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, untuk Pengembalian
Negara karena kesalahan/kelebihan setoran penerimaan
pembiayaan.

Diisi nomor penerbitan surat keputusan

2)
(3) | Diisi dengan dasar pertimbangannya
} | Diisi :

- Kepala KPPN Khusus Penerimaan, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing
dan/atau gangguan sistem pada Collecting Agent

- Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja berkenaan, untuk
pengembalian Penerimaan Negara karena keterlanjuran penyetoran
dana oleh bendahara pengeluaran menggunakan akun pengembalian
sisa UP/TUP

- Direktur Pengelolaan Kas Negara, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karena kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN

- Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, untuk pengembalian
Penerimaan Negara karena kesalahan/kelebihan setoran penerimaan
pembiayaan

(5) | Diisi surat permintaan pengembalian lengkap dengan nomor dan
tanggal

(6) | Diisi surat keterangan telah dibukukan lengkap dengan nomor dan
tanggal

(7} | Diisi:

- Kepala KPPN Khusus Penerimaan, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing
dan/atau gangguan sistem pada Collecting Agent;

- Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja berkenaan, untuk
pengembalian Penerimaan Negara karena keterlanjuran penyetoran
dana oleh bendahara pengeluaran menggunakan akun pengembalian
sisa UP/TUP

- Direktur Pengelolaan Kas Negara, untuk pengembalian Penerimaan
Negara karena kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang
disetor langsung ke RKUN
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- Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, untuk Pengembalian

Negara karena kesalahan /kelebihan setoran penerimaan

pembiayaan.

(8) | Diisi dengan nomor Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D

(9) | Diisi tanggal buku

(10) | Diisi jumlah nominal Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D dalam angka

(11) | Diisi jumlah nominal Nota Debet/Kredit/NTPN/SP2D dalam huruf

(12) | Diisi jenis pengembalian, yaitu:

- pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan perekaman
dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem pada
Collecting Agent;

- pengembalian Penerimaan Negara karena  Kketerlanjuran
penyetoran dana oleh bendahara pengeluaran menggunakan
akun pengembalian sisa UP/TUP;

- pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan/kelebihan
setoran penerimaan pembiayaan; atau

- pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan penyetoran
Penerimaan Negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
PNBP, penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang disetor langsung
ke RKUN

(13) | Diisi jumlah nominal pengembalian penerimaan negara dalam angka

(14) | Diisi jumlah nominal pengembalian penerimaan negara dalam huruf

(15) | Diisi nama penerima

(16) | Diisi alamat penerima

(17) | Diisi NPWP

(18) | Diisi nomor rekening

(19) | Diisi nama rekening

(20) | Diisi bank tempat membuka rekening

(21) | = Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program pada Satuan Kerja
penerbit SPM-PP untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
dibebankan selain beban SAL

% Diisi 00.00.00 untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
dibebankan pada SAL.

(22} | < Diisi kode Kegiatan, output, sub output pada Satuan Kerja penerbit
SPM-PP untuk pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan
selain beban SAL

< Diisi 000.000.00 untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
dibebankan pada SAL

(23) | < Diisi 4 digit pertama kode akun yang digunakan untuk pembayaran
pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan selain beban
SAL

% Diisi 3112 untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
dibebankan pada SAL

(24) | % Diisi 826111 untuk pengembalian Penerimaan Negara karena:

a. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan gangguan
sistem pada Collecting Agent
b. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga
yang disetor langsung ke RKUN
% Diisi 827222 untuk pengembalian Penerimaan Negara karena
kesalahan/kelebihan setoran penerimaan pembiayaan
% Diisi 311212 untuk pengembalian Penerimaan Negara yang
dibebankan pada SAL
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€,

» Diisi 826411 untuk pengembalian Penerimaan Negara karena
keterlanjuran penyetoran dana oleh bendahara pengeluaran
menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP

L)

&

b,
©

% Diist nama kementerian/lembaga pada Satuan Kerja penerbit SPM-
PP untuk pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan selain
beban SAL

Diisi 999 (Bendahara Umum Negara) untuk pengembalian
Penerimaan Negara yang dibebankan pada SAL dan pengembalian
penerimaan pembiayaan

<,

¢

(26)

&,
LS4

Diisi nama Satuan Kerja yang akan menerbitkan SPM-PP untuk
pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan selain beban
SAL.

Diisi 999254 (Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL)
untuk pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan pada SAL

3

2%

(27)

0,
4e®

Diisi lokasi Satuan Kerja yang akan menerbitkan SPM-PP untuk
pengembalian Penerimaan Negara yang dibebankan selain beban
SAL

% Diisi 01.51 (Jakarta Pusat) untuk pengembalian Penerimaan Negara
yang dibebankan pada SAL

Diisi nama KPPN pembayar pengembalian Penerimaan Negara

Diisi:
- KPPN Jakarta II, untuk pengembalian Penerimaan Negara karena:

a. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau
gangguan sistem pada Collecting Agent pada tahun anggaran
berjalan; atau

b. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga
yang disetor langsung ke RKUN pada tahun anggaran berjalan.

- Direktorat  Sistem = Perbendaharaan, untuk  pengembalian

Penerimaan Negara karena:

a. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau
gangguan sistem pada Collecting Agent pada tahun anggaran
yang lalu;

b. kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai PNBP, penerimaan pajak, penerimaan
bea dan cukai dan penerimaan dana perhitungan fihak ketiga
yvang disetor langsung ke RKUN pada tahun anggaran yang lalu;
atau

c. keterlanjuran penyetoran dana oleh bendahara pengeluaran
menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP.

- Direktorat Evaluasi dan Akuntansi dan Setelmen, untuk
pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan/kelebihan
setoran penerimaan pembiayaan.

Diisi nama kota tempat penerbitan surat keputusan

Diisi tanggal penerbitan surat keputusan

Diisi jabatan penerbit surat keputusan

% Diisi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk;
a. pengembalian keterlanjuran penyetoran dana oleh bendahara
pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa UP/TUP
b. pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan/kelebihan
setoran penerimaan pembiayaan
% Dikosongkan untuk pengembalian atas Penerimaan Negara yang
disebabkan:
a. kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau
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gangguan sistem pada Collecting Agent

b. pengembalian Penerimaan Negara karena kesalahan penyetoran
Penerimaan Negara yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
PNBP, penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai dan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga yang disetor langsung
ke RKUN

(34) | Diisi tanda tangan pejabat penerbit surat keputusan, dibubuhi cap
dinas

(35) | Diisi nama pejabat penerbit surat keputusan

(30) | Diisi NIP pejabat penerbit surat keputusan
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FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN
NEGARA.

KOP SURAT

SURAT PEMBERITAHUAN

Yth. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak/
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Anggaran/
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko )*

Menunjuk Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Negara

(SPM-PP) Nomor ...... (2)...... tanggal ..... (3)..... dan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Nomor ..... 4)...... tanggal ..... (5)....., bersama ini diberitahukan
bahwa atas Penerimaan Negara dengan kode billing ....... (6)...... NTPN
..... (7)...... nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lain
....... (8)....... dengan nilai nominal sebesar Rp........(9)....... (.......(10).......) telah
dikembalikan kepada Collecting Agent ...... (11)....... . Pengembalian dimaksud
disebabkan oleh ....... (12)......

Atas Penerimaan Negara tersebut, kiranya agar:
1. Tidak diproses pengembaliannya selain pengembalian dimaksud di atas.
2. Tidak digunakan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap negara oleh
WP/WB/WS.
3. Dilakukan koreksi pembukuan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

..... (13)eeny oeeen(14)....0.
Kepala KPPN Jakarta 11,
(15)
................ (16).cceeiennes
NIP ......... (17)eeeiniiin.

*)Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA

NO. URAIJAN ISIAN

(1) | Diisi nomor surat pemberitahuan

(2) | Diisi nomor SPM-PP

(3) | Diisi tanggal SPM-PP

(4) | Diisi nomor SP2D

(5) | Diisi tanggal SP2D

(6) | Diisi Kode Billing Penerimaan Negara

(7) | Diisi kode NTPN

(8) | Diisi nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lain

(9) | Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka

(10) | Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf

(11) | Diisi nama Collecting Agent

(12) | Diisi dengan alasan pengembalian Penerimaan Negara

(13) | Diisi dengan tempat surat pemberitahuan dibuat

(14) | Diisi tanggal, bulan dan tahun saat surat pemberitahuan dibuat dan
ditandatangani

(15) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat
pemberitahuan dan dibubuhi cap dinas

(16) | Diisi nama Kepala KPPN Jakarta II

(17) | Diisi NIP Kepala KPPN Jakarta II
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J. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBEBANAN PENGEMBALIAN PNBP
DARI UNIT ESELON I
KOP SURAT

SURAT PERSETUJUAN
PEMBEBANAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PNBP

Satker ........... (2] PO

Dalam rangka pembebanan pembayaran pengembalian PNBP
sebagaimana  diatur dalam  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian
Penerimaan Negara, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permintaan persetujuan pembebanan Nomor ...... (3).....
tanggal .......... (4)enenennnn. dan .......... () PR , pembebanan pembayaran
pengembalian PNBP sebesar Rp......... (©)........ dimaksud disetujui untuk
dibebankan pada ........ (7)....... dengan uraian sebagai berikut:

a. Fungsi, Sub Fungsi, Program : ... (8)eiiiiiii,
b. Kegiatan, Output, Sub Output : ... () P
c. Klasifikasi Belanja L e (10) e
d. Akun L e (1),
e. Bagian Anggaran L e (12).iii
f. Satuan Kerja L e (13) e,
g. Lokasi L e, (14). i,

2. Dalam hal, dikemudian hari terdapat realisasi PNBP atas pengembalian

PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Satker ......... (15).........

wajib melakukan koreksi atas data transaksi penerimaan negara tersebut.

3. Tata cara koreksi data penerimaan negara mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara.

Demikian surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP ini dibuat,
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan
penyesuaian sebagaimana mestinya

...... (16)eey veeeeeee (17) e
a.n. Direktur Jenderal ....... (18)...,
................. (05 ) T
(20)
................. (1),
NIP ........... (22). i,
Tembusan:
1. Direktur Sistem Perbendaharaan.
2. Kepala KPPN ............ (23).ceiennnnnn.
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBEBANAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN

PNBP DARI UNIT ESELON I

NO. URAIAN ISIAN
(1) | Diisi nomor surat pesetujuan pembebanan pengembalian PNBP
(2) | Diisi nama Satuan Kerja yang mengajukan permohonan persetujuan
pengembalian PNBP
(3) | Diisi nomor surat permintaan persetujuan pembebanan pengembalian
PNBP
(4) | Diisi  tanggal surat permintaan  persetujuan  pembebanan
pengembalian PNBP
(5) | % Diisi dengan tulisan “Laporan Realisasi Anggaran Direktorat
Jenderal ....... 7, untuk persetujuan pengembalian PNBP yang
dibebankan pada SAL.
¢ Diisi dengan tulisan “hasil koreksi/perbaikan transaksi PNBP
nomeor..... tanggal...”, untuk persetujuan pengembalian PNBP yang
dibebankan pada akun yang sama
(6) | Diisi nominal dalam angka dan huruf permintaan persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP yang digjukan
(7) | Diisi dengan tulisan “PNBP dengan akun yang sama” atau “SAL”
sesuai dengan hasil verifikasi/penelitian yang telah dilakukan
(8) | % Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program pada Satuan Kerja,
untuk pengembalian PNBP dibebankan pada akun yang sama
% Diisi 00.00.00, untuk pengembalian PNBP vang dibebankan pada
SAL
(9) | % Diisi kode kegiatan, output, sub output pada Satuan Kerja, untuk
pengembalian PNBP dibebankan pada akun yang sama
% Diisi 000.000.0, untuk pengembalian PNBP yang dibebankan pada
SAL
(10) | % Diisi 4 digit pertama kode akun PNBP yang digunakan untuk
pembayaran pengembalian PNBP, untuk pengembalian PNBP
dibebankan pada akun yang sama
< Diisi 3112, untuk pengembalian PNBP yang dibebankan pada SAL
(11) | % Diisi kode akun PNBP yang sama dengan akun setoran PNBP ke
kas negara.
% Diisi 311212, untuk pengembalian PNBP yang dibebankan pada
SAL
(12) | % Diisi nama kementerian/lembaga Satuan Kerja penerbit SPM-PP
untuk pengembalian PNBP dibebankan pada akun yang sama
% Diisi 999 (Bendahara Umum Negara), untuk pengembalian PNBP
yang dibebankan pada SAL
(13} | % Diisi nama Satuan Kerja penerbit SPM-PP untuk pengembalian
PNBP dibebankan pada akun yang sama
< Diisi 999254 (Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL)
untuk pengembalian PNBP yang dibebankan pada SAL
(14) | « Diisi kode dan nama lokasi satuan kerja penerbit SPM-PP, untuk
pengembalian PNBP dibebankan pada akun yang sama
% Diisi 01.51 (Jakarta Pusat), untuk pengembalian PNBP yang
dibebankan pada SAL
(15) | Diisi nama Satuan Kerja kementerian/lembaga yang akan melakukan

pembayaran pengembalian PNBP
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(16) | Diisi lokasi penerbitan surat persetujuan pembebanan pengembalian
PNBP

(17) | Diisi tanggal penerbitan surat persetujuan pembebanan pengembalian
PNBP

(18) | Diisi nama unit eselon I penerbit surat persetujuan pembebanan
pengembalian PNBP

(19) | Diisi jabatan (minimal eselon II) penerbit surat persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP

(20) | Diisi tandatangan penerbit surat persetujuan pembebanan
pengembalian PNBP

(21) | Diisi nama penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian
PNBP

(22) | Diisi NIP penerbit surat persetujuan pembebanan pengembalian PNBP

(23) | Diisi KPPN Mitra Kerja Satker yang mengajukan permohonan

persetujuan pengembalian PNBP.
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K. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN PNBP DARI UNIT
ESELON I

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e (L)oo
Jabatan L ererereeenen (2) i
Instansi s (B) e

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah melakukan proses verifikasi atas permintaan persetujuan
pembebanan atas pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang diajukan oleh satuan kerja ....... 4)...... sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

2. Bertanggungjawab  atas pelaksanaan  koreksi atas pembayaran
pengembalian PNBP yang diajukan oleh satuan kerja ....... {5)..co.nn
berdasarkan persetujuan pembebanan pengembalian PNBP yang telah
diterbitkan.

3. Dalam hal koreksi atas pembayaran pengembalian PNBP dengan beban
SAL belum dilaksanakan oleh satuan kerja .......... {S) P pengembalian
PNBP selanjutnya tidak dapat dibebankan pada Saldo Anggaran Lebih
(SAL). *)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

...... () FPTTTEORTIUTRN U74 IO
.............................. (8)eviiiinn,
Meterai
Rp.10.000 (9)
........................... (10).cicieiennn.

*} Coret apabila pembebanan pengembalian PNBP bukan dibebankan pada SAL.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN PNBP DARI UNIT ESELON I

NO. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi nama penandatangan surat pernyataan

(2) | Diisi jabatan penandatangan surat peryataan

(3) | Diisi unit eselon I penandatangan surat pernyataan

(4) | Diisi nama satuan kerja yang mengajukan permintaan persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP

(5) | Diisi nama satuan kerja yang mengajukan permintaan persetujuan
pembebanan pengembalian PNBP

(6) | Diisi nama tempat surat pernyataan dibuat dan ditandatangani

(7) | Diisi tanggal dibuatnya surat pernyataan

(8) | Diisi nama jabatan penandatangan surat pernyataan

(9) | Diisi tandatangan penandatangan surat pernyataan

(10) | Diisi nama dan NIP penandatangan surat pernyataan
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L. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI SISA SALDO UP/TUP

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini ....... (2)....... tanggal ........ (3)....... bulan ....... 4)....... tahun
..... (5)...... telah diselenggarakan rekonsiliasi sisa saldo Uang Persediaan
(UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) antara ...... () , yang selanjutnya
disebut Satuan Kerja, dengan.....(7)...., yang selanjutnya disebut Kuasa
Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).

Satuan Kerja menyampaikan data transaksi mutasi uang persediaan,
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, dan Neraca sebagai bahan
rekonsiliasi kelebihan setoran wuang persediaan periode 31 Desember
tahun.....(8)...... .

Kuasa BUN menyediakan data transaksi uang persediaan yang dikelola.
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No | Uraian Data Kuasa | Data Satuan Hasil
BUN Kerja Rekonsiliast

1 |JumlahUP | ... 9)...... | ... (10)...... | ... (11)......

Pertanggungjawaban

melalui potongan SPM | " (12)...... | ... (13)...... | ... (14)......
3 |Sisa UP yang harus

disetor Ke Kas Negara | """ (15)...... | ... (16)...... | ... (17)......
4 | SetoranUP | ... (18)...... | ..... (19)...... | ... (20)......
S5 | Kelebihan Setoran UP | ... 20...... | ... (22)...... | ... (23)......

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa BUN Kuasa Pengguna Anggaran

............ (24)........... e (28)
(25) (29)

........... (20)....ccls cveeneneee e (B0) o

........... (27)eiiciicnins v (81
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PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSILIASI SISA SALDO UP/TUP

NO. URAIAN ISIAN

(1) | Diisi nomor berita acara rekonsiliasi

(2) | Diisi hari dilaksanakan rekonsiliasi

(3) | Diisi tanggal dilaksanakan rekonsiliasi

(4) | Diisi bulan dilaksanakan rekonsiliasi

(5) | Diisi tahun dilaksanakan rekonsiliasi

(6) | Diisi nama Satuan Kerja

(7) | Diisi nama KPPN

(8) | Diisi tahun anggaran terjadinya kelebihan setoran UP

(9) | Diisi nominal UP menurut Kuasa BUN

(10) | Diisi nominal UP menurut Unit Akuntansi KPA

(11) | Diisi nominal UP hasil rekonsiliasi

(12) | Diisi nominal pertanggungjawaban UP melalui potongan SPM menurut
Kuasa BUN

(13) | Diisi nominal pertanggungjawaban UP melalui potongan SPM menurut
Satuan Kerja

(14) | Diisi nominal pertanggungjawaban UP melalui potongan SPM hasil
rekonsiliasi

(15) | Diisi nominal sisa UP yang harus disetor ke kas negara menurut Kuasa
BUN

(16) | Diisi nominal sisa UP yang harus disetor ke kas negara menurut Satuan
Kerja

(17) | Diisi nominal sisa UP yang harus disetor ke kas negara hasil
rekonsiliasi

(18} | Diisi nominal setoran UP menurut Kuasa BUN

(19) | Diisi nominal setoran UP menurut Satuan Kerja

(20) | Diisi nominal UP hasil rekonsiliasi

(21) | Diisi nominal kelebihan setoran UP menurut Kuasa BUN

(22) | Diisi nominal kelebihan setoran UP menurut Satuan Kerja

(23) | Diisi nominal kelebihan setoran UP hasil rekonsiliasi

(24) | Diisi Kepala KPPN yang melakukan rekonsiliasi

(25) | Diisi tandatangan Kepala KPPN

(26) | Diisi nama Kepala KPPN

(27) | Diisi NIP Kepala KPPN

(28) | Diisi nama satuan kerja

(29) | Diisi tandatangan KPA

(30} | Diisi nama KPA

(31) | Diisi NIP KPA
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M. FORMAT SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS
KELEBIHAN SETORAN UANG PERSEDIAAN

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e (1),
Jabatan L e (2) i
Satuan Kerja @ ..oooiivenn.. (B) e

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Telah melakukan verifikasi atas permintaan pengembalian kelebihan

setoran Uang Persediaan sebesar Rp.....(4)...... (ceenenn (5)...... ) yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja ...... (6)...... berdasarkan berita
acara rekonsiliasi sisa saldo UP/TUP nomor ...... (7)..... tanggal ...... (8)....... .

2. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah kami lakukan, kelebihan setoran
Uang Persediaan tersebut merupakan jenis keterlanjuran penyetoran dana
oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan akun pengembalian sisa
UP/TUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor /PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian
Penerimaan Negara.

3. Segala hal yang timbul sebagai akibat dari hasil verifikasi atas kelebihan
setoran pengembalian uang persediaan ini menjadi tanggung jawab kami
sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

...... 9).ciey oo il (10) el
Kuasa Pengguna Anggaran,
Meterai (11)
Rp. 10.000
................ (12).ceiiiiis
................ (13)cniiinennn.
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS KELEBIHAN
SETORAN UANG PERSEDIAAN

NO. URAIJAN ISIAN

(1) | Diisi nama penandatangan surat pernyataan

(2) | Diisi jabatan penandatangan surat pernyataan

(3) | Diisi nama Satuan Kerja

(4) | Diisi jumlah nominal rupiah dalam angka kelebihan setoran UP yang

dimintakan pengembalian

(5) | Diisi jumlah nominal rupiah dalam huruf kelebihan setoran UP yang
dimintakan pengembalian

(6) | Diisi nama Satuan Kerja

(7) | Diisi nomor berita acara rekonsiliasi kelebihan setoran UP

(

(

8) | Diisi tanggal berita acara rekonsiliasi kelebihan setoran UP
9) | Diisi tempat surat pernyataan dibuat

(10) | Diisi tanggal surat pernyataan dibuat

(11) | Diisi tandatangan pembuat surat pernyataan
(

(

12) | Diisi nama penandatangan surat pernyataan
13) | Diisi NIP penandatangan surat pernyataan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b. e
Plt. Kepala %@_\ \tagasx Kementerian
: " NG ("‘ ,_“_ Y

A—-H"% '/:/ ./,j‘
3 199703:1/001

NIP .
NP ragiat
\E::\H-\,.'A
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